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Abstrak
 

Penelitian ini berfokus untuk mencari makna dan/atau kriteria sifat fungsional pada merek sejak diubahnya

Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek melalui Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di mana larangan sifat fungsional pada merek

adalah salah satu bagian dari upaya mencegah persaingan usaha tidak sehat di pasar. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum doktrinal dengan melakukan studi pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, membandingkan dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat dan Uni Eropa serta didukung

dengan studi kasus berdasarkan putusan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penelitian ini didukung melalui

penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa merek yang

mengandung sifat fungsional apabila memiliki kriteria: a) memiliki fitur yang bertujuan untuk memperoleh

kinerja teknis dan kemudahan dalam penggunaan suatu produk; b) telah terdaftar sebelumnya dalam suatu

dokumen paten; dan c) menunjukkan kualitas dan/atau daya tahan produk. Adapun tujuan merek bersifat

fungsional dilarang untuk didaftar karena larangan pendaftaran merek yang mengandung sifat fungsional

bertujuan untuk mencegah dominasi untuk mempersempit pesaing untuk hadir menawarkan substitusi

produk yang sama dalam pasar. Disatu sisi merek bersifat fungsional terdaftar sebelum berlakunya Perpu

Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dilakukan upaya hukum pembatalan Merek.

......This research focuses on identifying the meaning and/or criteria of the functional nature of trademarks

following the amendment to Article 20 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks through

Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, where the prohibition of

functional trademarks is part of efforts to prevent unfair business competition in the market. This is a

doctrinal legal research study examining the applicable laws and regulations, comparing them with those in

the United States and the European Union, and supported by case studies based on rulings in the United

States and the European Union. The research is supported by an investigation of primary, secondary, and

tertiary legal materials. The conclusion of this research is that a trademark is considered functional if it

meets the following criteria: a) it has features designed to achieve technical performance and ease of use of a

product; b) it has been previously registered in a patent document; and c) it indicates the quality and/or

durability of the product. The purpose of prohibiting the registration of functional trademarks is to prevent

market dominance that could limit competitors from offering the same product substitutes in the market.

Additionally, functional trademarks registered before the enactment of Government Regulation in Lieu of
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Law Number 2 of 2022 on Job Creation can be subject to legal actions for cancellation.


